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PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

Menimbang B -
b.
c.
Mengingat -
b.

bahwa untuk memberikan panduan bagi APIP dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inzpektorat
Kabupaten Balangan untuk membina dan mengawasi atas
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan cleh perangkat
daerah, perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan;

bahwa untuk memastikan suatu pengawasan dan/atau audit
intern telah sesuai dengan kode etik dan standar audit, periu
dibuat suatu standar pelaksanaan pengawasan dan/atau
audit intern;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, peru ditetapkan dengan Peraturan
Inspektur Kabupaten Balangan tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Balangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

PERTAMA,

KEDUA

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang PFedoman Tata Cara Pengawasan alas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan perubahannya
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP]);

e Standar Audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi
Asopsiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN
TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI INSPEKTORAT  KABUPATEN
BALANGAN

Standar  Operasional  Prosedur  Pengawasan  Afas
Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak
terpisankan dari Peraturan ini;

Standar  Operasional Prosedur  Pengawasan Atas
Panyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
dikium PERTAMA wajib dipergunakan sebagal panduan,
pedoman dan acuan bagi seluruh Auditor, Auditor Kepegawaian,
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD) maupun Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditugaskan
menjadi bagian darl tm audit dalam rangka pengawasan
dan/atau pelaksanaan tugas audit intern di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Balangan guna memastikan bahwa
pengawasan dan/atau audit intern yang dilaksanakan telah
sesual dengan Kode Etik dan Standar Audit yang berlaku;



KETIGA . Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal: 18 September 2017

r Kabupaten Balangan,

bl Faizi, S.H., M.Si,
‘LA - Pembina Utama Muda
IP. 19610514 198903 1 013
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DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Simbal

Standar Operasional Prosedur (SOF) Penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT)

Standar Operasional Prosedur {SOP) Pemeriksaan Reguler

Standar Operasional Prosedur (SOP) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
{LKIP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Reviu Rencana Kerja & Anggaran (RKA)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Impelementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF)

Standar Operasional Prosedur {SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat
Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Investigatif

standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan



LAMPIRAN 1

DAFTAR SIMBOL YA
DALAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

o] Bimbol Arti

1 :i lDimulii atau barakhimya suats kegiatanioparas:

2 S frah gerak pefaksansan kegatan'vparas

d U Palaksanaan keglatanioparasi secara manual

& | Dokuman pelaksanaan kegiatanisparasi

5 ﬁ Cakumen-dokumen palakeanaan kegiatanioperas

£ D Catatan-catatan hasil pelaksanaan kegatanioparas)

; <> Kondisi yang memungkinkan beberapa kemungkinan
jawatanisksi

f "\T/ Panympanan dokuman sedmeniara

g & FPerympanan dokuman Secara pammanan

10 Penghubung pelaksanaan kegislanioparasi dengan hataman

yang lain




STANDAR OPE

LAMPIRAMN B

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Ketentuan Umum

—_—
| Oasar Hukum

1. Pengadusn Mesysrakal adalah laporan dasd
masyarakal mengenal adanya indikasi taradinyga
penyimpangan, konips, kolusi dan nepotisma
yang dilakukan oleh aparst pemeriniah dan alau
aparat pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan permarintahan

2. Sumber pengadiuan masyarakat berasad dan
Lembaga-Lembaga Negara; Badanil embegsl
Instansl Pemerintah dan Pemerintab Daerah;
Badan Hukum; Partai Politik: Organisasi
Masyarakat, Media Massa; dan Perorangan

3 Un#l Leyvanan Pengaduan adalah unit wang
dibefiuk umuk mesdngani administasi laporan
pengaduan mesyarakst

4. Auditcr adalah jatatan yang mempunyai rsng
lingkup, fugas, tanggungjawab, dan wewanang
unluk mslakiian gan intem pade
inatanai pamadntah, lembaga dan/atau pihak lain
yang di dalamnya terdapat kepentingan negara
sesudi dengan parateran parundang-undangan,
yang diduduki oleh Pegawal Negeri Sipi dengan
hak dan kewa|iban yang diberkan secara penuh
oleh pejabal yang berwenang

5. Auditer Kepegawaian adalah Pegawal Negeri
Sipil yang dibari lugas, tanggungiswab,
wenwenang, dan hak sacars penuh oleh pejabat
yang berwenang unbul malakukan kagiatan
wasdalpeg, pada nstansl pemerintah pusal dan
dasrah, sssusl dengan peraturan parundang-
undangan

6. Pangawas Penyelenggaraan Linisan
Pemerintahan di Dagrah (PZUPD) adalah
Pegawai Neger Sipil yang diberd tugas,
langgungjawab, wewananyg, dan hak secara
panuh oleh pejabat yang berwenang unbuk
melakukan kegiaten pengawasan atas
penyelanggaraan leknis urusan pemesrahan &
daefah sesual dengan pearaluran paiurdang-
unda n

Idantifikasi Risiko
i

i T

1. Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang
Adminisirasl Pemenntahan

2. Peratursa Pamenmtah Normor 60 Tahun 2008
terdang Sitemn Pengendalian Inferm Pemerintah

3, Peraturan Pemanniah Momor 12 Tahun 2097
tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyesnggaraan Pemanniahan Dasrah

4, Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 25 Tahun
2007 tentang Pedoman Penanganan Pangaduan
Magyarakat Di Lingkungan Depanemen Dalam
Megen Can Pamenntah Dasrah

i P‘lﬂaﬂl‘d'-lﬂll'l

1. Laporan pengadusan tdak disertai flakta, dals atay
petunjuk permukzan atas taiadinya pelanggaran

& Laporan pengaduan tidak memenuhi syarat untuk
dapat difindakianjuti

3. Lamanya pioses penanganan pengaduan
masyarakal

4 Komplain dari pefapor karena bdak |elesnya
tindak lanjut penenganan leporan pengaduan

e ——
1. Venfikasi awa atas isi laporan pengaduan oleh
Inspekiut Pembantu saat menenma pedaporan
2 Penselshzan laporan pengaduan bessrda
dokumen-dokumen pandukungnya cleh Inspakiur
Pembanbe, AudiiorAudsior Kepegawaian/F2UPL
3 Ekspose atas bukdi-bukti awal yang ditemukan
oleh eparat penegak nukum fka perminiaan
tindak lanjut alas isporan pengaduan masyarakat
berasal dan aparat penegak hukum
4. Pemantavan secara berkala alas proses
penanganan pengaduan masyarakat
5 Pambarian informasi kepads palapor yang
laporan pengaduan yang fidek dapat
ditindakianuti
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